
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LAPORAN SINGKAT  
 

KOMISI IX  DPR RI 
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  

 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,                                                             
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tahun Sidang : 2006-2007 
Masa Persidangan : III 
Jenis  : Rapat Kerja     
Dengan  : 1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI; 

2. Menteri Keuangan RI; 
3. Menteri Negara BUMN RI; 
4. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero). 

Sifat  : Terbuka 
Hari, tanggal : Rabu,  28 Maret 2007 
Waktu : Pukul 19.30  WIB – selesai 
Ketua Rapat  dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI 
Sekretaris  : Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat  : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI  Gedung Nusantara I  

Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 
Acara : Membicarakan Masalah Mantan Karyawan Perusahaan BUMN 

(PTPN XI, PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Pensiunan IPTN-
FKPI, PT. Vico Indonesia, PT. Timah, PT. Texmaco Group, PT. 
Jakarta International Container Terminal-PT. Pelindo II, Perum 
DAMRI, Perum PPD) 

Anggota yang hadir : 34 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI,  
14 orang Ijin.        

  
 
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri 

Keuangan RI, Menteri Negara BUMN RI dan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) dibuka pada 
pukul 20.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

Penjelasan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Menteri Keuangan RI, Menteri 
Negara BUMN RI dan Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero)  mengenai penyelesaian masalah 
mantan karyawan BUMN. 
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
 

Setelah mendengar usulan/tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari pihak 
Pemerintah, kesimpulan dari Rapat Kerja yaitu : 
 
1. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah RI C.q Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi R.I, 

Menteri Keuangan R.I, Menteri Negara BUMN R.I untuk melakukan upaya terobosan-terobosan 
kebijakan, demi terpenuhinya hak-hak seluruh pekerja dan mantan pekerja BUMN dan 
perusahaan swasta yang assetnya diambil alih pemerintah dengan tetap memperhatikan 
kepentingan pekerja dan berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku 
yang harus diselesaikan dalam waktu 10 hari  terhitung sejak tanggal  29 Maret 2007. 

 
2. Komisi IX DPR RI bersama Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Keuangan R.I dan 

Menteri Negara BUMN R.I sepakat untuk memperjuangkan alokasi anggaran APBNP 2007 
untuk pembayaran hak-hak seluruh pekerja dan mantan karyawan seluruh BUMN dan 
perusahaan swasta yang assetnya diambil  alih pemerintah yang masih belum dibayarkan. 

 
 
Rapat ditutup pukul 22.40 WIB 
 
 
   

Jakarta,  28  Maret  2007 
  
  

Pemerintah Komisi IX DPR RI 
Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI K e t u a 

  
  
  
  

Erman Suparno dr. Ribka Tjiptaning 
  
  
  

Menteri Keuangan RI Menteri Negara 
 BUMN RI 
  
  
  

Dr. Sri Mulyani Indrawati Sugiharto, S.E., M.B.A. 
  

                 
Direktur Utama  

PT. Jamsostek (Persero)  
 
 
 
 

Hotbonar Sinaga 
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My doc.:Lapsing IX/Nakertrans/Lapsing-RakerGabnaker,28.3.07/ag 
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